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BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN

NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PASIEN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

HAJI ABDUL MANAN SIMATUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan BAB V huruf D angka 2
huruf b Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program
Jaminan Kesehatan Nasional, mengatur besaran jasa
pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Rujukan
Tingkat Lanjut milik Pemerintah dalam kisaran 30-50%
(tiga puluh sampai lima puluh persen) dari total
pendapatan fasilitas kesehatan tersebut;

b. bahwa Peraturan Bupati Asahan Nomor 5 Tahun 2015
tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pasien Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) Pada PPK-BLUD Rumah Sakit
Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang Kisaran,
sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan
perkembangan pada saat ini sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pembagian Jasa Pelayanan
Pasien Jaminan Kesehatan Nasional pada Unit
Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Haji Abdul Manan Simatupang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);

SALINAN
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013
tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1400);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 874);
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun
2005 tentang Pemberian Nama Rumah Sakit Umum
Kisaran dan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun
2005 Nomor 8);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten
Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan
(Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Asahan Nomor 2);

15. Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja, Dinas Daerah Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah
Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 7) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 20
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Asahan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja, Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan
Tahun 2022 Nomor 21);

16. Peraturan Bupati Asahan Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang
Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan
Tahun 2022 Nomor 23);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN JASA
PELAYANAN PASIEN JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI ABDUL MANAN
SIMATUPANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Asahan.

4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul
Manan Simatupang yang selanjutnya disingkat UPTD RSUD HAMS adalah
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Asahan yang telah menerapkan
Badan Layanan Umum Daerah

5. Jasa adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang
dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis, dan
atau pelayanan kesehatan lainnya.

6. Tarif Indonesian-Case Based Groups yang selanjutnya disingkat INA-CBG’s
adalah cara pembayaran perawatan pasien berdasarkan diagnosis-
diagnosis atau kasus-kasus yang relatif sama yang ditetapkan oleh
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan panduan pelaksanaan
pembagian Jasa Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional pada UPTD
RSUD HAMS.

Pasal 3

(1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pembagian Jasa Pelayanan
Pasien Jaminan Kesehatan Nasional pada UPTD RSUD HAMS yang
diperolah dari klaim tarif paket INA-CBG’s.

(2) Besaran jasa pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Nasional ditetapkan
sebesar 45 % (empat puluh lima persen) dari tarif paket INA-CBG’s.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) jasa
pelayanan pasien kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 4

Perhitungan dan/atau pembagian jasa pelayanan pasien Jaminan Kesehatan
Nasional  sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) selanjutnya diatur
dengan Peraturan Direktur UPTD RSUD HAMS sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
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Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Asahan
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pasien Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) Pada PPK-BLUD Rumah Sakit Umum Daerah H.
Abdul Manan Simatupang Kisaran (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun
2015 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 24 Mei 2023

BUPATI ASAHAN,

ttd

SURYA

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 24 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

JOHN HARDI NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2023 NOMOR 18


